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BABII

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawdris,
yang artinya adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli
warisnya.'> Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan
seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa
hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.'®

Menurut hukum kewarisan Islam, yang disebut harta peninggalan adalah benda
berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalakan pewaris. Namun, pada hatrta peninggalan
itu terlekat hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya
penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan, hutang pewaris yang
belum terlunasi, serta wasiat pewaris yang menyangkut harta peninggalan yang beluin
terlaksanakan, dan sebagainya.'’

Iimu yang mempelajari warisan disebut 7/mu mawaris atau lebih dikenal dengan
istilah faraid Kata faraid merupakan bentuk jamak faridah yang diartikan oleh para
ulama’ faradjyun semakna dengan kata maffudah, yaitu bagian yang telah ditentukan

kadarnya. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an, lebih

'* Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11
'® Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, 132
7 Ibid, 135
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banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh
karena itu, hukum ini dinamai faraid. Dengan demikian penyebutan faraid didasarkan pada
bagian yang diterima oleh ahli waris.'®

Adapun penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari
hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata
mawaris merupakan bentuk plural dari kata miras yang berarti mauris; harta yang
diwarisi. Dengan demikian maka arti kata waris yang dipergunakan dalam beberapa kitab
merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu; karena kata waris artinya adalah
orang pewaris. '

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang
keselurvhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu; watis, warisan, pusaka dan hukum
kewarisan. Yang menggunakan nama hukum “waris” memandang kepada orang yang
berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan
yang mengpunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek
dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan “pusaka” yaitu
nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan.

Sedangkan ungkapan yang dipergunakan oleh al-Qur'an untuk menunjukkan

adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni:

:: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kecana, 2004), 5
Ibid, 6
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A. Al-Irts, mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang,
atau perpindahan seseuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa
harta, ilmu, atau kemuliaan.

B. Al-Faraid, maksudnya adalah pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya
dengan ketentuan atau kadar yang pasti. |

C. Al-Tirkah, adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta
maupun hak. Dan tirkah itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya setelah
dikurangi biaya penguburan, pelunasan hutang, atau wasiat pewaris.?

2. Dasar Hukum Waris Islam
a. Al-Qur’an
Al-Qur'an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak
menjelaskan tentang ketentuan fard tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat An-
Nisa’ ayat 7, 11-12 dan 176, dan surat-surat yang lain.?!
Firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 7 yaitu, sebagai berikut:
. a2k

e 53N ol W3l I35 LG & ad LN RPN u'-U VAR ‘JL"JU

6 oyt U 263112, 58

% Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Te ematik,
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 1995), 23-30
2 Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, 15



Artinya;

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa
dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS.
An-Nisa’: 7).

Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 176 menjelaskan bahwa :

Artinya:

“Mercka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).® Katakanlah: "Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia
tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika
saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian
dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu
tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS. An-Nisa’: 176).

® Kalalah lalah: sescorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.
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b. Hadits

Hadits nabi yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:
11, s 2. %ot L R PL of .o i T ’5” of~ sk -7/ ’? - S oy o~
og,){ﬁéz,dﬂwwuwgﬁwwl.Ju&,&bws&pﬁlgﬁqp@;y

(ghs 5 B!
Artinya:

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya
masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada ‘ashabah yang lebih dekat,
yaitu orang laki-laki yang lebih utama.”(HR. Bukhari dan Muslim).%

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama al-Quran dan al-
Hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad.?*
Hukum kewarisan Islam mengandung beberapa asas dan juga bersumber dari akal manusia.
Disamping itu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri dan digali dari
keseluruhan hukum ayat al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan kepada Nabi
Muhammad SAW. dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas
yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh
yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta

itu. Asa-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan

berimbang dan asas semata akibat kematian.?

B Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhory, Matan al-Bukhory , (Bairut: Maktabah Wa MatBa’ah,
t.t.,), 166

% Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, 127.

% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 16-17.
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a. Asas ljbari

Asas ijbari menurut etimologi artinya paksaan yaitu melakukan sesuatu di lvar
kehendak sendiri. Dalam hukum waris ini terjadi peralihan harta seseorang yang telah
meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada
perbuatan hukum atau pernyataan kehendak si pewatis, bahkan si pewatis (semasa
hidupnya) tidak dapat menolak dan menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.
Kemudian dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada
ahli Qari'snya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak. Asas ijbari
ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :
1. Dari segi peralihan harta
2. Dari segi jumlah hatta yang beralih,
3. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.?®

Asas ijbari dalam peralihan dapat dilihat dalam ketentuan dalam surat an-Nisa’
ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari
harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata as7b berarti bagian, saham atau jatah
dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari segi bentuk
jumlah yang mana bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan

oleh Allah, sechingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak menambah atau

2 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukurm Waris siam (Lengkap dan Praktis), ( Jakarta: Sinar
Grafika, 2007), 39.
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mengurangi apa yang telah ditentukan. Dan juga jumlahnya harus dilakukan sedemikian
rupa secara mengikat dan memaksa.”’
b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima
hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu daii garis ketuiunan perempuan
maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis
kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).?® Asas bilateral secara tegas dapat ditemui dalam
surat an-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 surat an-Nisa’ dijelaskan bahwa
seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.
Begitu juga perempuan berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan juga ibunya. Dan
ayat ini merupakan dasar kewarisan asas bilateral. %
c. Asas Individual

Asas individual merupakan harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara
perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif (yang dijumipai di hukum
adat).’® Kemudian asas individual menurut hukum kewarisan islam adalah setiap ahli
waris (secara individual) berhak mendapat bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada
ahli waris lainnya (sebagai halnya pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan

hukum Adat).

27 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 19.

28 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris slam (Lengkap dan Praktis), 40.
¥ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Isiam 20.

% Abdul Ghoftr Ansori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, ( Yogyakarta: Uii Press, 2005) 34.
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Bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan
ahli waris lainnya tidak ada sangkut paut dengan bagian yang diperolehnya. Sehingga
individu masing-masing ahli waris bebas menentukan atas bagian yang diperolehnya.
Ketentuan asas individual dapat dijumpai dalam surat an-Nisa’ ayat 7 yang
meéngemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris seécara individu) sudah
ditentukan.’'

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan
keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Kemudian dapat
dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan
(kebalikan asas keseimbangan dan ini dijumpai masyarakat yang menganut sistem gatis
keturunan patrilinial, yang ahli tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis
kebapakan). Dasar asas keadilan berimbang ini dapat diketahui dalam surat surat an-Nisa’
ayat 7,11,12, dan 176.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya

semat-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak

dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak

3! Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), 40.
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mengatur hartanya tersebut semata-mata hanya terbatas keperluannya semasa ia masih
hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal.*
4. Rukun Dan Syarat Waris
Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu pewaris, ahli
waris, dan warisan.
a) Pewaris
Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya
diwarisi oleh ahli warisnya, dalam kepustakaan sering disebut mawarrits.
b) Ahli waris
pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.
c¢) Warisan
Yang di maksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang
kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan irts, mauruts, dan
tirkah™
Syarat-syarat kewarisan:
Ada tiga syarat kewarisan Islam, yaitu meninggal dunianya pewaris, hidupnya ahli

waris, dan mengetahui status kewarisan.

32 .

Ibid, 41.
% Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
1999), 9
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a) Meninggal dunianya pewaris
Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia haqiqi
(sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia
takdiri(menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia,
warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

b) Hidupnya ahli waris
merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang di tinggalkah oleh pewaris.
Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.oleh karena itu,

¢) Mengetahui status kewarisai
Agar seseorang dapat mearisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas
hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami isteri, hubungan orang tua
anak dan hubungan saudara, baik sekandung, sebapak maupiiti seibii.

5. Penghalang Untuk Menerima Warisan
1. Pengertian Penghalang Menerima Warisan

Halangan menerima warisan atau disebut mawani ‘a/-irs adalah hal-hal yang

menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima waris dari harta penianggalan a/-
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- .. 34 . . .
muwaris>* Atau orang-orang yang memenuhi sebab-sebab untuk menerima warisan, akan

tetapi dia kehilangan hak tersebut untuk mewarisi harta warisan.*
Penghalang dalam bahasa Arab di sebut “A/l-hujub”. Dalam Al-Qur'an surat Al-
Muthaffifin ayat 15 Allah SWT berfirman:

4 -

@ bsipmid A3 mD b
Artinya:
“Sekali-kali tidak, Sesungguhnya memk\a pada hari itu benar-benar tertutup dari
(rahmat) Tuhan mereka. ”(QS. Al-Muthaffifin : 15). 3
tidak dapat melihat Tuhan mereka di hari kiamat nanti. Selain itu, dalam bahasa Arab juga
kita kenal kata hajib yang bermakna 'tukang atau penjaga pintu', disebabkan ia
menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa izin guna menemui para
penguasa atau pemimpin, Jadi, bentuk isim fa’il (subjek) untuk kata hajaba adalah hajib
dan bentuk 7sim maful (objek) ialah makjub. Maka makna A/-Hajib menurut istilah ialah
orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan A/-Mahjub berarti
orang yang terhalang mendapatkan warisan. Adapun pengertian A/-Hujub meiiirut

kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik

3 Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1995), 23-24.
35 Abdul Ghofur Ansori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, 37
* Depattemen Agama RI, A/-Qui’art daii Tetjeriah, 157
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untuk menerimanya.*’
2. Macam-Macam Penghalang (A/-Hijab)

Penghalang (Al-hijab) terbagi dua, yakni Al-hijab bil washfi (sifat/julukan), dan
Al-hijab bi asy-syakhshi (karena orang lain).

Al-hjjab bil washfi berarti orang yang terkena Aijab tersebut terhalang dari
mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya
atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang,

Sedangkan Al-hijab bi asy-syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang
syakhshi terbagi dua: hijab hirman dan hijab nugshan.

Hijab hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang.
Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak
waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adatya
saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan
seterusnya.

Adapun hjjab nugshan (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris

seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap

3 Penghalang Warisan (Al-Hujub), Attp./blogcahyo.blogspot.com/2010/03/penghalang-warisan-al-
hujub.htmi, (01 Juli 2012)
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hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan
pewaris mempunyai keturunan (anak).

Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang scharusnya
seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dai setetiisiiya.

Satu hal yang perlu diketahui di sini, dalam dunia faraid apabila kata al-hijab
discbutkan tanpa diikuti kata lainnya, maka yang dimaksud adalah 4ijab hirman. Ini
merupakan hal mutlak dan tidak akan dipakai dalam pengertian £ijab nugshan’®

3. Sebab-Sebab Dan Penghalang Menerima Warisan

terpenuhi, belum tentu seseorang menikimati bagian hak warisan. Masih terdapat satii hal
yang harus diperhatikan, yakni ada atau tidak penghalang pewaris.

Ada lima hal yang menyebabkan sescorang tidak berhak mewarisi harta
peninggalan si pewarls, yaitu :

a. Perbudakan (Hamba Sahaya)

mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Padahal majikan adalah
orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut.

Para fugaha juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang

yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat

38 Ibid
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mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu :tl ¢ jatuh ke tangan
majikannya.>’

Kompilasi Hukum Islam telah membicarakan masalah ini, karena perbudakan tidak
dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum di Indonesia.® Pembudakan adalah
seorang yang menjadi budak, maka seorang tersebut tidak dapat mewarisi harta warisnya.
Seandainya mendapat harta warisan, natinya akan diminta oleh tuannya.* Kemudian

tercantum dalam surat an-Nahl ayat 75.
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Artinya :
“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimillki yang

tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari
kamz, Ialu dza menafkabkan sebaglan dm nz[a‘ itu secara sembunyi dan secara tcrang—

mercka tzada mengetahui”, (QS. an-Nabl 75).%
Mafhum ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurusi hak

milik kebendaan dengan jalan apa saja. Oleh karna itu terhalangnya budak dalam

menerima warisan dapat ditinjau dari dua yaitu :

* Dian Khairul Umam, Figilh Mawaris, 30

“ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kecana, 2010), 291
' M. Syuhada’ Syarkiisi, i Fardidt, ( Jombang: Tébiiiréng, 2008), 13

2 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, 423.
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a. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya yaitu seorang budak tidak dapat
mempusakai harta peninggalan ahli warisnya disebabkan ia dipandang tidak cakap
mengurusi harta milik dan status kekeluargaannya terdapat kerabat-kerabat yang
sudah putus dan karena ia sudah menjadi keluarga asing (bukan keluarganya).

b. Mempusakakan harta peninggalan kepada ahli warisnya yakni ia tidak dapat
mempusakakan harta peninggalan, seandainya ia mati dan mempunyai harta
peninggalan, kepada ahli warisnya sendiri.**

b. Pembunuhan
Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta
niscaya banyak orang melakukan pembunuhan terhadap kerabat mereka agar mereka dapat
menguasai hartanya. Akibatnya, akan merajalelalah kekacauan dan tidak ada ketenangan

yang sangat berat, dan menurut akal, pembunuhan tidaklah patut dibiatkan. *
Pembunuhan yang dilakukn ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia
tethalang haknya untuk mewarisi. Menurut ketentuan Pasal 173 KHI menyatankan.
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :
1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya

berat pada pewaris.

“ Fatchur Rahman, /lmu Waris, 84-85.
“ Ibid, 32-33
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2) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris
melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 (tahun) penjara atau
hukuman yang lebih berat.*’

Pembunuhan yaitu seseorang yang telah melakukan pembunuhan baik disengaja
maupun yang tidak disengaja yang penting menyebabkan meninggalnya seseorang. Dan
nanti nya dibuktikan di Pengadilan.*®

1. Adapun dasar pembunuhan ada dua yaitu :
a. Hadis Rasulullah s.a.w.
G Bl o e ol e dn J3ts 36006 35 15 g 28 B Gy 22
(4ro8 o by Dlgaally JUadl alely sl der o olghy glabllly Sl aly)) " 3o bl
Artinya -

Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw.

Bersabda: “Pembunub tidak mendapatkan bagian warisan sedikitpun (dari yang dibunuh).”

(HR. Nasa’l dan Daruqutni dan dikuvatkan oleh Abdul Barr, hadits ma’lul menurut Nasa’l.
dan sebenarnya hadits mauquf pada Amr).”’

b. Ijma’ Para Sahabat
diyat Ibnu Qatadah saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh. Berikan
tindakan ini sangat populer dikalangan para sahabat da tidak seorangpun yang

membantahnya. Dilarang untuk membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang

4 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, 290.

% M. Syuhada’ Syarkun, fimu Faraidh, 13

47 Abi Ya’la al-Qawayni Moh, Aiman Bin Abdillah Bin Hasan al-Syabrawi. (Bairut: Dar al-Kutub al-
‘Iimiyah, t.t.,) Mahrus Ali, 138.
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yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan dalam kisah yang tercantum
dalam surat al-Baqarah ayat 72 yang berbunyi :

-,
-

Le
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Artinyas “Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling
tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama Ini kamu
sembunyikan. (QS. al-Bagarah : 72).%

c. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi
kepercayadan orang yang mewatisi dengan orang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang
mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh
mewarisi harta peninggalan orang Islam.*

Kompilasi hukum Islam tidak menegaskan secara tuntas tentang perbedaan agama
antara ahli waris dan pewarisnya sebagai pengalang mewarisi. Kompilasi hanya
menegaskan bahwa syarat ahli waris haruslah beragama Islam pada saat meninggalnya
menurut Pasal 172 adalah dari kartu identitas, pengakuan, amalan tau kesaksian,

sedangkan bagi seorang bayi atau belum dewasa dianggap beragama seperti ayahnya.50

Berbeda agama adalah yakni antara orang islam dan orang kafir. Orang kafir tidak

“% Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemah, 21.
 bid, 34 o ‘ o A
0 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, 291.
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mendapatkan warisan dari orang islam dan orang islam pun tidak mendapat warisan dari
orang kafir. Sabda Rasulullah saw.’'
8 & Bl 52 QU &)y 522 B Gled ) ale 0 s dufc;,unuprpuyfu»
(e iy et ST NG 5 &I &5y el te o oo 20 S ge o
Artinya :

“Orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak
mendapat warisan dari harta orang islam”. (H.R. Muttafag ‘Alaih).”

d. Karena Hilang Tanpa Berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu keberadaan dan tempat timggalnya
selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati
hukmi) dengan sendirinya tidak mewaris (mafgud). Menyatakan mati tersebut harus
dengan putusan hakim.>

e. Berlainan Tempat (Negera)

Yang dimaksud perbedaan tempat (negara) adalah berlainan pemerintahan yang
diikuti oleh waris dan muwaris.>* Yang dimaksud dengan berlainan Negara adalah, antara
pewaris dan ahli waris bertempat tinggal di dua Negara yang berbeda. Para ulama' ahli
waris sepakat bahwa berlainan Negara akan tetapi dua Negara tersebut sama-sama Negara

Islam tidak menjadi penghalang kewarisan.>

! Muhammad Ali As-Shobuni, Hukum Waris Syariat Islam, (Bandung: Diponorogo, 1995), 53.

52 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhory, Matan al-Bukhory, (Bairut: Maktabah Wa Matba’ah,
t.t.)), 170

*3 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 110-112

54 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figih Mawaris, (Semarang: Pusaka Rizki Putra, 2010), 46.

55 A.Rahmad Budiono, Pembaruan hukum Kewarisan Islam di Indonesia , 13
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6. Ahli Waris Dan Hak Haknya

1. Ahli waris

Pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang atau individu atau kerabat-

kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dan berhak

mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).5 6

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang

laki-laki dan 10 orang perempuan, mercka adalah:

1y
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9

Anak laki-laki

Cucu laki-laki dari anak laki-laki

Ayah

Kakek shohih (Kakek kandung terus ke atas dari pihak laki-laki)
Saudara laki-laki sekandung

Saudara laki-laki seayah

Saudara laki-laki seibu

Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

Ak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

10) Paman (dari pihak ayah) yang sekandung

11) Anak laki-laki dari paman seayah

12) Suami orang yang meninggal dunia

13) Majikan yang telah memerdekakan budaknya (Mu’tiq)

56 Ibid, 103
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Sedangkan 10 ahli waris dari golongan perempuan:
14) Anak perempuan
15) Cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah asal yang mempertalikannya
laki-laki
16) Ibu
17) Nenek Shohih terus ke atas (ibunya ibu)
18) Nenek Shohih terus ke atas (ibunya ayah)
19) Saudara perempuan sekandung
20) Saudara perempuan seayah
21) Saudara perempuan seibu
22) Istri
23) Mu’tiqah (majikan wanita yang telah memerdekakan budaknya)s7
Selanjutnya, apabila semua ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, baik
atau istri, ibu , bapak, anak laki-laki, anak perernpuan.5 8
Adapun macam-macam pewaris itu ada dua, yaitu:
1) Ahli waris nasabiyah, karena hubungan darah.
2) Ahli waris sababiyah, timbul karena:

- Perkawinan yang sah (al-musaharah)

57 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadits, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada 1995), 58 L L
58 Al Hasan, Hukum Warls Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1979), 17
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- Memerdekakan hamba sahaya (al-wala’) atau karena perjanjian
tolong menolong
Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

3) Ahli waris ashabul-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang
telah ditentukan besar kecilnya, seperti %, 1/3, atau 1/6.

4) Ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah
harta dibagikan kepada ahli waris ashabul furud.

5) Ahli waris dzawil arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah.

6) Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh dekatnya) sehingga yang
lebih dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, dapat
dibedakan:

a) Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat
menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunan menyebabkan
menghalangi orang lain.

b) Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris
yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat
menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.>

Hak-hak (bagian-bagian) ahli waris
a) Ahli waris ashabul furud

1) Anak perempuan, berhak menerima bagian:

%% Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, 49-50
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- Y kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki
A jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki
2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian:
- Y2 jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub.
- jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan
tidak mahjub
- ¢ sebagai pelengkap 2/3 jika bersama anak perempuan, tidak ada
cucu laki-laki.
3) Ibu, berhak menerima bagian:
- ' jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang atau lebih
- ! jika ada far’u waris atau bersama dua orang saudara atau lebih.
- /3 x sisa, dalam masalah ghorrowain, yaitu apabila ahli waris
terdiri dari suami/isteri, ibu dan bapak.

4) Bapak, berhak menerima bagian:

'/ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki

- Y+ sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis
laki-laki

- Jika bapak bersama ibu:

- Masing-masing '/ jika ada anak, cucu atau saudara dua

orang/lebih.
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- /3 untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu,
atau dua orang saudara atau lebih.
- Ibu menerima '/; sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk
suami/isteri.
5) Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:
- Y5 jika seorang
- ¢ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat
kedudukannya.
6) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:

/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.

- /¢ + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa anak
laki-laki

- /¢ atau muqosamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau
seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.

- /3 atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah jika
tidak ada ahli waris lain.

7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak menerima
bagian:
- Vs jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung
- %, jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki

sekandung.
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8) Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:
- Y jika seorang diri, dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- %3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki
seayah.
- ' jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang
atau lebih, sebagai pelengkap.
9) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama.
Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian:
- /s jika seorang diri
- '/; dua orang atau lebih.
- Bergabung menerima !/ dengan saudara sekandung, ketika
bersama-sama dengan ahli waris su-ami dan ibu (musyarakah).
10) Suami, berhak menerima bagian:
- Y%jika tidak mempunyai anak dan cuuc.
- Y jika bersama dengan anak atau cucu.
7. Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Sebelum Harta Dibagikan.
a. Biaya Perawatan Jenazah ( Tajliiz Al-Jankzah)
Perawatan jenazah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut
meninggal dunia dan semasa sakit menjelang kematian. Dari biaya memandikan,

mengafani, mengantar dan menguburkan. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga
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tidak boleh terlalu kurang, harus sewajarnya. Adapun dasar bahwa biaya perawatan harus

sewajarnya.ﬁo tercantum dalam surat al-Furqan ayat 67 yang berbunyi :

z > - ’ £~ » .44
@LA‘_,}__JJJ - L&:}‘ ¢t ,_".93.}“"’("'“ aas! | ’101’.\”3

Artinya :

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan,
dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang
demikian” (QS. al-Furgan : 67).°

b. Pelunasan Utang ( Wafa’ Al-Duyim)

Utang metupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tettentu (yang
disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang utang. Apabila
seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain belum dibayar, maka sudah
seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan

kepada ahli waris.®? Dasar hukum tentang wajibnya didahulukan pelunasan utang si mati,

dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nis@’ ayat 11 :

4 ’,,g-, r.e . =-Ft
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Artinya :

«..Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya....”
(OS. an-Nisa’ : 11).%

% Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, 37.
8! Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemah, 568.
%2 Ahriiad Rofiq, Figih Mawvaris, 38.
% Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemah, 116.
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c. Pelaksanaan Wasiat
Wasiat yaitu tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaanya kepada orang lain,
yang berlaku apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Wasiat wajib dilaksanakan
sebelum harta peninggalan dibagi oleh ahli waris.** Dan hadis dari Al-Daruqutny
menjelaskan tentang barang siapa yang tidak mendapatkan bagian warisan maka bisa

menerima wasiat.

(bl olyy) Bgliied O Il Y.

Artinya :

“..tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali
apabila ahli waris lainnya membolehkannya”. (al-Daruqutay).”

Dati uraian di atas, Bab II Undang-Undatig Kompilasi Hikum Islam Pasal 173,
berbunyi :* kewajiban ahli waris terhadap pewaris (muwaris) adalah:
a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk
kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
c. Menyelesaikan wasiat pewaris.

d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

® Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, 42.
& Ibid, 43.
% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilast Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 55-56.
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8. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Kematian seseorang dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan
seseorang jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Hal ini
merupakan kesepakatan seluruh ulamadan menjadi ketentuan yang membedakan dengan
hukum seperti doktrin hukum wakaf dan hibah yang hanya terjadi ketika seseorang hidup
dalam rangka transaksi amal kebajikan keagamaan. Sedangkan wasiat walaupun masa
berlakunya terjadi setelah kematian seseorang jika ia telah berwasiat, tetap bersyarat
dengan adanya penunjukan pewasiat ketika hidupnya. Jadi transaksi amal kebajikan
keagamaan ini juga dianggap merupakan peristiwa hidup seseorang yang manfaatnya
terjadi setelah kematiannya. Maka perkara waris terjadi secara langsung sebagai
perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggalkan harta kepada orang
yang berhak menerimanya tanpa danya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa
adanya upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya
ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris
dianggap sebagai perkara ‘fjbari ”, tanpa kehendak siapapun, hukum kewarisan berlaku
setelah seseorang meninggal dunia, jika ia meninggalkan harta (tirkah) dan ada yang
berhak menerimanya.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh
nash-nash yang sharih, meski dalam soal pembagian harta pustaka sekalipun, adalah suatu
keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang

menunjukkan ketidak wajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu, bahkan
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didalam surat annisa’ ayat 13 dan 14 tuhan menempatkan surga selama-lamanya bagi
orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pustaka) dan memasukkan ke
neraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 13 dan 14:

L A Rl

g.« o - - P Lo d : 3 - -
530 53050 35554407 Wi a5 €2 Slanll 5301 WD) g Tl

Q) Lngh 1 3e a3 b 1365 06
Artinya:

“ (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa
taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang
mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah
kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allsh dan Rasul-Nya dan
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka
sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. *97

Sedangkan untuk ketentuan waktu pelaksanaan pembagian harta waris didalam
ayat Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12 disebutkan bahwa pembagian warisan
adalah setelah dipenuhi segala wasiat yang dibuat oleh muaris setelah dilunasi hutang-

hutang muawaris. Firman Allah SWT An-Nisa’ ayat 11:

& Departemen Agama R, A/-Quran dan Terjemah
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Artinya:

“Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
Yaitu : bahagian scorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak
perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari duaf273], Maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
Maka ia memperoleh scparo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,
Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana. ™

Ayat tersebut tclah menegaskan bahwa, harta warisan baru dapat dibagikan kepada
ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar hutang orang yang meninggal itu.
Karena hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu
tertentu. Kewajiban pclunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah

diterima olech si berhutang.

3 Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemah,101-102
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Sedangkan wasiat merupakan keinginan terakhir dari seseorang supaya akhir
hayatnya diakhiri perbuatan-perbuatan (amaliyah) kebajikan untuk menambah amal yang
telah ada dan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain kedua hal tersebut di atas, yaitu pemenuhan wasiat dan pelusanan hutang
waris, ada beberapa hal yang harus diselesaikan, yaitu biaya penyelengaraan jenazah yang
meliputi biaya memandikan, mengkafani, mengususng dan menguburkannya. Kemudian
setelah semua masalah tersebut selesai barulah pembagian harta warisnya kepada semua
ahli warisnya yang berhak menerimanya.

Kompilasi hukum Islam pasal 175 ayat 1, menyebutkan bahwa; kewajiban ahli
waris terhadap pewaris (muwaris) adalah:

e. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai

f. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk
kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

g. Menyelesaikan wasiat pewaris.

h. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.>’

Pasal 188 menjelaskan bahwa: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau
perseorang dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan

pembagian harta warisan bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan

** Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 53
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permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan
Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.™

Dengan melihat pasal 175 ayat (1) huruf (d) di atas, maka ahli waris berkewajiban
membagi harta waris kepada orang yang berhak setelah menyelesaikan kewajiban-
kewajiban sebagaiinana tefihaktub pada pasal 175 ayat (1) huiuf (a), (b), (¢) kethudiah jika
telah diselesaikan semua kewajiban-kewajiban di atas sesuai pasal 175 ayat (1) huruf (a),
(b), (c) namun diantara ahli waris ada yang tidak menyetujui terhadap permintaan
pembagian harta waris, maka ahli waris yang lain dapat mengajukan ke Pengadilan Agama
untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 188 kompilasi

Hukum Islam.

™ Ibid, 56



